


implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk 

meningkatkan akuntabilitas kinerja. 

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, bahwa Pemerintah Kota Jambi telah 

menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan 

melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut: 

a. Melakukan dialog perencanaan kinerja pada saat proses penyusunan renja

Perangkat Daerah (PD);

b. Meningkatkan kapasitas SOM yang menangani akuntabilitas kinerja dengan

memberikan pendampingan dan konsultasi dalam penyusunan dokumen SAKIP

kepada seluruh PD;

c. Melaksanakan evaluasi berkala (triwulan) terkait proses capaian kinerja

program, kegiatan, dan sub kegiatan;

d. Melaksanakan kebijakan pemberian reward and punishment kepada PD terkait

pelaksanaan akuntabilitas kinerja;

e. Melaksanakan evaluasi internal kepada 39 Perangkat Daerah (PD).

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Jambi menunjukkan 

bahwa nilai sebesar 67,37 dengan predikat "B". Hal tersebut menunjukkan bahwa 

implementasi akuntabilitas kinerja "baik", yaitu implementasi AKIP sudah baik 

pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu 

adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:
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Hasil evaluasi tahun 2022 "tidak diperbandingkan" dengan hasil evaluasi tahun 

sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi 

Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen 

dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun ini lebih 

menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pemda 

maupun level organisasi perangkat daerah. 












